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2.1 Sejarah Diskominfo

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah
Tingkat | Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang
semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat |
Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi
Daerah Tingkat | Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977,
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Barat
Nomor : 294/0k.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian
Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat |
Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Pada 27 Juni 1992 yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan
Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi
Daerah Tingkat | Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat |
Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri
Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data
Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor :
5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik,
pada tanggal 30 Juni 1993 Kkeluar persetujuan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/1/93.
Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam
Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995



keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang
Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994,
dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat | Jawa Barat secara
resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16
Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem
Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai
pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan
dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994,
Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan
pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa
Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH
Tingkat | Jawa Barat No. 294/0OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya
dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni
1981.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka
Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Barat disingkat DISKOMINFO, yang berlokasi
di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang
lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya
persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam
maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi
informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan
regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa

Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.



2.2 Profil Diskominfo

Nama :  Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat
Alamat :Jalan Taman Sari No. 55 Bandung 40132

Website : www.Diskominfo.jabarprov.go.id

Telepon . (022) 2502898

Faks : (022) 2511505

Dasar Hukum : 1. Keputusan Presiden Rl Nomor 50 tahun 2000

tentang tim Koordinasi Telematika Indonesia
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16
Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Jawa Barat.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi dari Dinas Komunikasi dan informasi Jawa Barat adalah
terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran
komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien.

Misi Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasana serta profesionalisme sumber
daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika;

2. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi
pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi
informasi;

4. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik;

5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan

untuk Jawa barat.



2.2.2 Struktur Organisasi
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Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Gambar 11.1 Struktur Organisasi




